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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat
ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan
(QS. Ali Imron 3/: 130) *

! Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995),
97.
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ABSTRAK

Hamim, 2017: Analisis Manajemen Dewan Pengawas Syariah Pada BMT NU
Mayang Jember.

Kata Kunci: Manejemen Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas
mengawasi pelaksanaan keputusan DSN dilembaga keuangan syariah. DPS
diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syari’ah melalui RUPS setelah
menadapat rekomendasi dari Dewan Syari’ah Nasional (DSN). Oleh karena itu,
dalam perbankan syari’ah atau lembaga keuangan syari’ah terdapat Dewan
Pengawas Syari’ah yang bertugas untuk mengawasi jalannya operasional
perbankan syariah setiap harinya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’ah.
Apakah lembaga yang diawasinya tersebut benar-benar menerapkan hukum
syariah yang telah ditetapkan oleh DSN.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme keanggotaan dan
pengawasan DPS pada BMT NU Mayang. 2) Bagaimana pelaksanaan pengawasan
DPS pada BMT NU. 3) Apa saja kendala dan usaha pengawasan DPS pada BMT
NU Mayang.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui dan mendeskripsikan
mekanisme keanggotaan dan pengawasan DPS pada BMT NU Mayang. 2)
Memahami dan mendiskripsikan pelaksanaan pengawasan DPS pada BMT NU. 3)
Mengetahui dan mendeskripsikankendala dan usaha pengawasan DPS terhadap
BMT NU Mayang.

Penelitian ini merupakan penelitian field research dengan menggunakan
pendekatan penelitian kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik
snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi,
wawancara, dan dokumenter. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Uji
keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah; 1) Mekanisme keanggotaan dan pengawasan
yang terdapat pada Keputusan DSN-MUI terdapat perbedaan dengan Mekanisme
dan pengawasan DPS BMT NU Mayang, lembaga mempunyai pedoman sendiri
yaitu Pedoman Keputusan Bahtsul Masail Ekonomi Syariah 2014 KJKS BMT
NU. 2) Pelaksanaan pengawasan DPS pada BMT NU Mayang sudah sesuai
dengan teori yang ada, yaitu ruang lingkup pengawsan sudah meliputi pada
lingkup struktur organisasi dan operasional usaha yang dibiayai dengan
pengawasan yang dilakukan secara terjadwal dan pengawsan secara tidak
terjadwal. 3) Kendala yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah BMT NU
Mayang adalah tidak semua pengurus Dewan Pengawas Syariah yang mampu
memahami secara luas tentang ilmu ekonomi umum dan lembaga keuangan
modern. Usahanya melakukan pembelajaran terkait pengawasan dan intens
konsultasi kepada pengurus DPS Pusat.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Keberadaan koperasi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1896 yang
diprakarsai oleh seorang pamung praja Patih R. Aria Wiria Atmaja di
Purwokerto yang mendirikan sebuah untuk para pegawai negeri
(priyayi).' Terdorong keinginan untuk menolong para pegawai yang semakin
menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan
bunga yang tinggi. Maka patih tersebut mendirikan koperasi kredit model
Raif feisen seperti di Jerman. Langkah pertama yang dilakukan adalah
merubah “Bank Pertolongan Tabungan” menjadi “Bank Pertolongan
Tabungan dan Pertanian”. Mengingat bukan hanya pegawai negeri saja yang
menderita melainkan petanipun ikut merasakan.

Perkembangan koperasi juga dipengaruhi oleh kumpulan-kumpulan
orang-orang yang berkongsisecara bersama-sama dalam menjalankan usaha,
seperti berdirinya Serikat Dagang Indonesia (SDI) pada tahun 1905 yang
dirintis oleh Samanhudi di Surakarta. Tujuan organisasi ini untuk
menghimpun para pedagang pribumi muslim (khususnya para pedagang
batik) agar dapat bersaing dengan para pedagang besar yang berasal daro
Tionghoa.

Secara umum prinsip koperasi adalah membantu kesejahteraan para

anggota dalam bentuk gotong-royong dan bersifat kolektif dalam membangun

Y Nur S. Buchori, Teori dan Praktek Koperasi Syariah (Tanggerang Selatanl: PAM Press, 2012), 1.



kemandirian hidup. Melalui hal inilah perlu adanya proses internalisasi
terhadap pola pemikiran dan tata cara pengelolaan, produk-produk dan
hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariat islam dan peneladanan
ekonomi yang dilakukan oleh Rosulullah dan para sahabatnya.

Koperasi syariah mempunyai beberapa karakteristik seperti: mengakui
hak milik anggota terhadap modal usaha, tidak melakukan transaksi
denganmenetapkan bunga (riba), berfungsi sebagai institusi ziswat, mengakui
mekanisme pasar yang ada, mengakui motif mencari keuntungan, mengakui
kebebasan berusaha, dan mengakui hak bersama.®

Meski sebelumnya gaung tentang koperasi sudah mulai sejak 1905
namun keberadaannya tidak mapu diwariskan, sehingga terjadi kefakuman
yang cukup lama, sehingga pada tahun 80an gerakan ekonomi islam tersebut
diangkat kembali dengan munculnya Baitut tamwil Teknosa di Bandung,
kemudian disusul dengan dengan munculnya Baitut tamwil Ridho Gusti di
Jakarta, akan tetapi keberadaan keduanyapun tidak bertahan, hingga
muncullah gerakan ekonomi kembali pada tahun 1992 dengan sebutan Baitul
Maal Watamwil (BMT). secara kelembagaan BMT didukung oleh Pusat
Inkubusi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), dalam prakteknya PINBUK
meneteskan BMT, dan pada gilirannya BMT meneteskan usaha kecil.*

Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan

shadagah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan

2 Ibid., 7.

* Ibid., 13

* M. Dawam Rahrdjo, Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1999), 431.



amanahnya, sedangkan Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta),
melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi
dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan
antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan
kegiatan ekonomi. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Baitul
Maal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya
berintikan bait al-maal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan
usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan
ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong
kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain
itu, BMT juga menerima titipan zakat, infag dan shadagah serta
menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.’

Keberadaan BMT belakangan banyak menjadi pilihan untuk menabung
atau mencari pemodal untuk usaha mereka. Pilihan ini tidak lepas dari tujuan
utama yang sangat baik dari adanya BMT, yaitu pemberdayaan usaha kecil
dan menengah berdasarkan syariat islam. Demi menjaga tujuan utama yang
berdasarkan syariat islam tersebut maka BMT mempunyai Dewan Pengawas
Syariah yang mengawasi segala bentuk operasional dan produk BMT.

Oleh karena itu, kesesuaian praktek BMT dengan syari‘at merupakan
piranti mendasar dalam BMT. Dengan tujuan itulah semua lembaga keuangan
yang beroperasi dengan sistem syari‘ah wajib memiliki institusi pengawasan

internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank

% Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Predana Media Group,
2009), 447-448.



tersebut sesuai dengan syariah Islam, sebagaimana yang diamanatkan dalam
undang-undang (UU) No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang
menyebutkan bahwa bank syari'ah mesti memiliki dewan pengawas syari‘ah
(DPS). Hal ini juga merupakan menjadi pembeda dari perbankan
konvensional.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas
memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank
agar sesuai dengan Prinsip Syariah®. Dengan kata lain tugas DPS adalah
melakukan pengawasan atas produk-produk perbankan syariah yang
ditawarkan, maupun operasional bank syariah dalam menghimpun dana dan
menyalurkannya kepada masyarakat, agar sesuai dengan prinsip syariah, oleh
karena itu anggota DPS harus terdiri dari pakar bidang syariah muamalah
yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan, tujuannya
adalah untuk mengetahui penyimpangan-peyimpangan yang terjadi dalam
operasional perbankan syariah itu sendiri secara maksimal dan tidak
termanipulasi dengan kontrak-kontrak yang dilakukan bank syariah.

Peranan DPS sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah pada
lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu DPS harus berperan aktif, dalam
memajukan perbankan syariah dari segi pengembangan produk ataupun
pengawasannya agar penggunaan kata syariah bukan hanya untuk konsumsi
bisnis semata, tanpa menyiapkan produk-produk dan perangkat penunjang

serta aturan-aturan yang jelas, maka usaha yang dikatakan syariah hanya

® peraturan Bank Indonesia, No. 11/10/PB1/2009, Pasal 10, Tentang Unit Usaha Syariah.



sekedar ganti baju dalam usaha non syariah.

Dalam keputusan DSN No. 03 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan
penetapan anggota DPS Pada lembaga keuangan syariah (LKS), dijelaskan
tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh seorang DPS diantaranya: a).
memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap
fatwa yang dikeluarkan oleh DSN; b). menilai aspek syariah terhadap
pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank; c). memberikan
opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara
keseluruhan dalam laporan publikasi Bank; d). mengkaji produk dan jasa baru
yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN; e).
menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap
6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan
Bank Indonesia.’

Di Indonesia DPS yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah
harus di rekomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sebuah
lembaga otonom di bawah Majlis Ulama Indonesia (MUI) hal itu berdasarkan
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yang
dimaksud dengan DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas
dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa,
dan kegiatan usaha bank syariah dengan prinsip syariah.®

Manajemen Pengawasan DPS yang baik, maka akan tercipta bentuk

pengaplikasian produk syariah yang benar-benar sesuai dengan syariat yaitu

” Wirdiyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Indonesia (Jakaarta: Kencana, 2005),104.
8 Amin Ma’ruf, Proispek Cerah Perbankan Syariah (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Sosial,
2007), 299.



sesuai dengan ketetapan fatwa DSN, akan tetapi pada faktanya walaupun
keberadaan DSN dan DPS sebagai lembaga pengawasan dalam lembaga
keuangan syariah dijamin oleh UU No. 10 tahun 1998, fungsi DPS belum
berjalan secara optimal®.

Fakta tentang masalah ketidakoptimalan pada Dewan Pengawas Syariah
terjadi pada BMT NU Mayang juga. Indikatornya adalah observasi
pendahuluan yang peneliti lakukan di BMT NU Mayang menunjukkan bahwa
Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 5 orang pengawas hanya 1 orang
yang lulusan pendidikannya jurusan ekonomi islam. Hal ini menjadi masalah
terhadap pengawasan yang akan dilakukan karena kurangnya disiplin ilmu
yang dikuasai secara legalitas pendidikan oleh sebagian besar pengawas
terhadap apa yang di awasi.

Oleh karena itu, dari uaraian-uraian yang telah dipaparkan diatas maka
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Manajemen
Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BMT NU Jawa Timur
Cabang Mayang Jember”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti merumuskan
fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme keanggotaan dan pengawasan DPS pada BMT NU
Mayang?

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan DPS pada BMT NU?

° DR. Muhammad Firdaus. Dkk, Simtem dan mekanisme Pengawasan Syariah (Jakarta: RENAIS
Anggota IKAPI, 2005), 25.



3. Apa saja kendala dan usaha pengawasan DPS pada BMT NU Mayang?
C. Tujuan Penelitian
Agar di peroleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam
penelitian, maka sebelumnya peneliti telah menentukan tujuan-tujuan yang
hendak dicapai dalam penelitian ini.
Adapun tujuan yang dimaksud sebagai berikut :
1. Mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme keanggotaan dan
pengawasan DPS pada BMT NU Mayang.
2. Memahami dan mendiskripsikan pelaksanaan pengawasan DPS pada
BMT NU.
3. Mengetahui dan mendeskripsikankendala dan usaha pengawasan DPS
terhadap BMT NU Mayang.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang di harapkan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritik.

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang
signifikan bagi semua pihak, serta dapat memperkaya khazanah dan
wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang Dewan Pengawas Syariah
di BMT NU Mayang Jember, serta dapat di jadikan bahan rujukan dalam
penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis.
Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

a. Bagi Masyarakat



Agar masyarakat terutama nasabah lembaga tersebut mengetahui
bagaimana Manajemen Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
pada BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang.

b. Bagi IAIN Jember

Dengan adanya penelitian ini lembaga IAIN Jember dapat
mempelajari dan menjadikan refrensi pembelajaran terkait kurikulum
untuk mahasiswa IAIN Jember, khususnya yang bersentuhan dengan
Lembaga Keuangan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah.

c. Bagi Peneliti

Peneliti mengukur sejauh mana kesesuaian keilmuan yang telah
didapat di bangku kuliah yang sering hanya berputar dengan dunia
teori dengan kenyataan yang ada dilapangan terkait Dewan Pengawas
Syariah pada Lembaga Keuangan.

E. Definisi Istilah
1. Manajemen
Menurut Follet Manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan
pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan Stoner mengemukakan bahwa
manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan
sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai
tujuan organisasi yang telah ditetapkan. *°

Manajemen yaitu suatu proses atau kerangka Kkerja, yang

19 |rine Dian Sari Wiayanti, Manajemen (Yogyakarta: Mitra Cendika Press, 2008), 1.



melibatkan bimbingan atau pebgarahan suatu kelompok orang-orang
kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksudmaksud yang nyata. Hal
tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan,
menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana
mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha
yang telah dilakukan.'

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan
bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-
sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan
pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling).
Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut

manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer.

2. Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas
memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan
Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah'®. Dengan kata lain tugas DPS
adalah melakukan pengawasan atas produk-produk perbankan syariah
yang ditawarkan, maupun operasional bank syariah dalam menghimpun
dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, agar sesuai dengan prinsip

syariah, oleh karena itu anggota DPS harus terdiri dari pakar bidang

! George R. Terry dan Rue, Leslie W, Dasar-dasar Manaemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 1.
12 peraturan Bank Indonesia .No 11/10/PBI/2009.Pasal 10, Tentang Unit Usaha Syariah.
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syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang
perbankan, tujuannya adalah untuk mengetahui penyimpangan-
peyimpangan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah itu
sendiri secara maksimal dan tidak termanipulasi dengan kontrak-kontrak
yang dilakukan bank syariah.

3. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan
bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha
produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi
pengusaha kecil bawah. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat,
infag, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan
amanatnya.’®

Amin Aziz juga mengungkapkan bahwa BMT adalah balai usaha
mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep baitul maal wat tamwil
Dari segi baitul maal, BMT menerima titipan baziz dari zakat , infaq,
sedekah manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, miskin.
Pada aspek Baitul Tamwil, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif
untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.**

Jadi maksud dari judul Analisis Manajemen Pengawasan Dewan
Pengawas Syariah (DPS) pada BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang
adalah menganalisa pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning),

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan

3 PINBUK, Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu (Jakarta:PINBUK
2001), 1.
% Neni Sri Imaniyati, Aspek-Aspek Hukum BMT (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2010),72



11

(controlling) sebagai Dewan Pengawas Syariah pada BMT NU Cabang
Mayang Jember.
F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan suatu kerangka penelitian dan menindak
lanjuti penulisan selanjutnya, maka akan penulis uraikan sistematika
pembahasan agar pembahasannya memiliki alur logika yang jelas dan
sistematik agar lebih mudah dipahami.

Bab pertama, Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang
masalah, fokus masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, difinisi istilah,
metode penelitian dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan.
Fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum
mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab kedua, Bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian
terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu
yang mencantumkan penelitian yang sejenis yang telah diteliti sebelumnya,
dan kemudian teori yang berkaitan dengan Manajemen Pengawasan DPS pada
BMT, fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada bab selanjutnya yang tidak
lain tujuannya untuk menganalisa penelitian. Berisi gambaran umum lokasi
penelitian antara lain Sejarah BMT, Struktur Organisasi, dan kondisi
geografis.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang penelitian,
meliputi jenis dan pendekatan penelitian; sumber data penelitian; metode

pengumpulan data; dan analisis data.
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Bab keempat, pada bab ini akan dibahas hasil penelitian dan analisis
data

Bab kelima, merupakan bab terakhir yaitu penutup, dalam bab ini akan
diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam
penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh
dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi

kesempurnaan dan rekomendasi.



BAB I1
KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Penelitian Terdahulu
Berberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yang
mempunyai relevasi dengan judul ini diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hendra Purnawan berjudul “Analisis Persepsi
Dan Peran Dewan Pengawas Syari’ah BMT Artha Amanah Ummat
Ungaran Kabupaten Semarang Terhadap Fatwa DSN NO. 17/DSN-
MUI/1X/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang
Menunda Pembayaran”.!

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana
pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara (interview) dan
dokumentasi. Sedangkan proses analisis dilakukan dengan mendasarkan
pada metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil yang
diperoleh, dapat diketahui bahwa persepsi DPS BMT mengenai fatwa
DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas
Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran mencakup dua aspek yakni
aspek batas kemampuan nasabah dan aspek pemberian sanksi berupa
denda bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu peneliti Peran DPS

yang ditulis diatas membahas tentang peran DPS terhadap Fatwa DSN

! Hendra Purnawan, Analisis Persepsi Dan Peran Dewan Pengawas Syari’ah BPRS Artha Amanah
Ummat Ungaran Kabupaten Semarang Terhadap Fatwa DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000
Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran” (Semarang:
UIN Walisongo, 2012).

13
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NO. 17/DSN-MUI/1X/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah
Mampu Yang Menunda Pembayaran. Sedangkan penulis sendiri
membahas tentang Manajemen Pengawasan DPS secara umum yaitu
tentang Manajemen Pengawasan pengawasan, pelaporan perkembangan
produk bukan hanya dalam lingkup Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas
Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran.

2. Tesis yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syari’ah Terhadap
Pembiayaan Berbasis Syari’ah pada Bank Syari’ah Mandiri (study kasus
pada Bank Syari’ah Mandiri cabang Pembantu Payakumbuh) ditulis oleh
Restuty SH yang diajukan pada UGM tahun 2011. Jenis penelitian ini
adalah penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimanakah peran dewan pengawas syari’ah terhadap
pemibayaan yang disalurkan oleh bank syari’ah mandiri. Apakah
pembiayaan yang disalurkan tersebut telah memenuhi prinsip syari’ah dan
peraturan perundang-undangan dan apakan peran Dewan Dengawas
Syari’ah stersebut telah optimal.2

Hasil penelitian menunjukan (1) Peran Dewan Pengawas Syariah
terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang
Pembantu Payakumbuh masih sebatas dalam bentuk memenuhi tuntunan
Undang-Undang karena dalam pelaksanaannya bukan dilakukan
pengawasan langsung tetapi diserahkan kepada Devisi Audit Interen; (2)

Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri belum

? Restuty, Peran Dewan Pengawas Syari’ah Terhadap Pembiayaan Berbasis Syari’ah Pada Bank
Syari’ah Mandiri (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011).
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sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-
undangan, karena masih ditemukan beberapa pelanggaran oleh Devisi
Audit Interen dalam pemberian pembiayaan; (3) Upaya untuk
mengoptimalkan peran Dewan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah
Mandiri yaitu perlu adanya penambahan jumlah anggota Dewan Pengawas
Syariah pada Bank Syariah Mandiri pusat dan dibentuk Dewan Pengawas
Syariah Daerah sebagai perpanjangan tangan Dewan Pengawas Syariah
yang ada di pusat, dan meningkatkan kualitas personal DPS, serta
membuat aturan khusus tentang Dewan Pengawas Syariah agar
memberikan suatu arah kebijakan dalam melakukan pengawasan terhadap
produk-produk Bank Syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini hanya
meneliti tentang peran DPS pada wilayah pembiayaan saja. sedangkan
penulis meneliti tentang Manajemen Pengawasan DPS tidak hanya dalam
pembiayaan saja akan tetapi pada semua pengawasan meliputi semua
produk yang ada.

Skripsi yang ditulis oleh Reni Oktariana pada tahun 2015 yang berjudul “
Pengaruh Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syari’ah dalam
Meningkatkkan Manajemen Pengawasan Bank syariah  Mandiri
Pekanbaru”. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan teknik
pengumpulan data dengan quisioner dan analisis data dengan
menggunakan regresi linier berganda. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui secara empiris apakah peran komite audit dan peran dewan
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pengawas syari’ah berpengaruh terhadap peningkatan Manajemen
Pengawasan pada bank syari’ah mandiri di Pekanbaru.’

Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian penelitian
ini penulis lebih meneliti tentang Manajemen Pengawasan dewan
pengawas syariah itu sendiri pada lembaga BMT NU. Sedangkan yang
ditulis oleh Reni Oktariana lebih fokus pada pengaruh audit dan dewan
pengawas syari’ah untuk meningkatkan Manajemen Pengawasan bank
syari’ahnya, bukan pada ranah Manajemen Pengawasan Dewan Pengawas
Syariah itu sendiri.

4. Skripsi yang ditulis oleh Masliana yang berjudul “Peran Dewan Pengawas
Syari’ah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syari’ah (studi
pada bank BRI syari’ah). Metode penelitian pada penelitian ini adalah
penelitian kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Jenis
penelitian merupakan penelitian lapangan (field Reserch).

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwasnnya kedudukan dan
fungsi DPS dalam pembuatan draft kontrak bank BRI Syari’ah telah sesuai
dengan peraturan bank indonesia bagian dewan pengawas syari’ah pasal
47. Secara umum hal yang dilakukan DPS terkait pembuatan draft kontrak
ynag ada di bank BRI Syari’ah adalah mengawasi segala bentuk kegiatan
yang berhubungan dengan akad-akad yang ada di bank. Pengawasan
tersebut juga berwujud seperti membakukan dan mengesahkan standart

akad, yang akan berlaku nsional dalam arti berlaku disemua cabang BRI

% Reni Oktarina, Pengaruh Peran Dewan Komite Audit dan Dewan Pengawas Syari’ah Dalam
Meningkatkan Kinerja Bank Syariah Mandiri Pekanbaru (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim,
2015).
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Syari’ah, juga membantu pihak legal dalam mensosialisasikan ke cabang-
cabang Bank BRI Syari’ah ke account-account officer di derah-daerah.

Perbedaannya penelitian ini dengan penulis adalah peneliti hanya
meneliti pada pengawasan kontrak atau akad yang terjadi pada bank
tersebut. sedangkan peneliti disini meneliti tentang peranan DPS secara
umum.

. Skripsi yang ditulis oleh Yusuf Suhendi dengan judul “ Peran Dan
Tanggung jawab dewan Pengawas Syari’ah terhadap Bank Pembiayaan
Syari’ah di Yogyakarta”

Dalam analisisnya penyusun menggunanakan pendekatan empiris analitik,
yaitu mendekati dan menganalisa masalah yang diteliti dengan terjun
langsung ke lapangan yaitu dengan wawancara dan kuesioner untuk
selanjutunya dibahas apakah sejalan dengan norma yang diatur oleh BI.
Pendekatan ini ialah digunakan untuk mengetahui lebih sejauh mana peran
dan tanggung jawab DPS tersebut dilapangan.

Dari hasil analisa diperoleh jawaban bahwa pengawasan yang
dilakukan oleh DPS di BPRS Yogyakarta belum sepenuhnya maksimal.
Bahkan hanya sebagian kecil yang sudah benar-benar melakukan
pengawasan dengan baik. Komunikasi yang dibangun antara BPRS
dengan DPSnya sampai sekarang ini masih sangat lemah dilakukan,
kemudian kesadaran bahwa DPS adalah bagian terpenting dan sangat
berpengaruh dalam BPRS tersebut masih belum sepenuhnya disadari, yang

pada akhirnya keikutsertaan DPS dalam kegiatan bank sehari-hari tidak
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bisa dilakukan, bahkan kedatangan DPS terhadap BPRS untuk melakukan
pengawasan juga sangat jarang dilakukan.*

Perbedaannya penelitian ini dengan penulis adalah Penelitian ini
lebih menekankan kepada kepatuhan DPS terhadap norma yang diatur oleh
Bank Indonesia. Sedangkan peneliti meneliti tentang peran DPS secara
umum yang tidak mempunyai garis struktur kepada BI.

6. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Fatimah Rahmawati dengan judul
“Problematika Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Menjalankan
Pengawasan Kesyariahan koperasi syariah BMT Mu’amalah di
Tulungagung.

Penelitian ini difokuskan pada beberapa hal yaitu: bagaimana
problematika Dewan Pengawas Syariah saat menjalankan tugas
pengawasan secara periodik pada Kopsyah BMT Muamalah?, bagaimana
problematika Dewan Pengawas Syariah dalam wewenangnya sebagai
Dewan Pengawas di Kopsyah BMT Muamalah? dan hambatan Dewan
Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan fungsinya di Kopsyah BMT
Muamalah?

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bertujuan untuk
mengetahui tentang problematika Dewan Pengawas Syariah dalam
tugasnya melakukan pengawasan, wewenangnya, dan fungsinya di
Kopsyah BMT Muamalah. Dalam proses pelaksanaanya, penelitian ini

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memfokuskan

* Yusuf Suhendi, “Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syari’ah Dalam Kepatuhan
Prinsip Syari’ah Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Di Yogyakarta”, (Skripsi, UIN
SUKA, Yogyakarta, 2010)
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kajiannya pada problematika Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan
kesyariahan di Kopsyah BMT Muamalah. Sedangkan data diambil dengan
menggunakan metode wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah dan
pengurus Kopsyah BMT Muamalah, observasi dan dokumentasi di
lingkungan Kopsyah BMT Muamalah, selanjutnya data diolah dan dipilah-
pilah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-
kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh
kesimpulan bahwa pertama, yaitu: kendala jarak tempat tinggal dengan
Kopsyah BMT Muamalah, double profesi yang menyebabkan kurang
fokusnya melaksanakan kerja, dan menunggu pengaduan dari pihak
Kopsyah terlebih dahulu terkait permasalahan yang timbul. Kedua, yaitu:
Kopsyah BMT Muamalah belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip
syariah, belum adanya komitmen bersama dalam lembaga Kopsyah BMT
Muamalah dan pemikiran nasabah yang masih konvesional. Ketiga, yaitu
saran, nasihat serta pendapat Dewan Pengawas Syariah hanya sebagai
rekomendasi atau wacana bagi Kopsyah BMT Muamalah.
penelitian diatas meneliti tentang problematika yang dihadapi oleh para
DPS saat menjalankan tugasnya. Sedangkan peneliti meneliti tentang
peranan Dewan Pengawas Syari’ahnya dalam keberadaan BMT.

Perbedaannya penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini

meneliti tentang masalah-masalah atau persoalan yang dihadapi oleh DPS

® Dewi Fatimah Rahmawati, “Problematika Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Menjalankan
Pengawasan Kesyariahan koperasi syariah BMT Mu’amalah di Tulungagung”, (skripsi, IAIN
Tulungagung, tulungagung, 2014)
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dalam melaksakan tugasnya untuk mengawasi BMT tersebut. Sedangkan
peneliti sendiri menelitin tentang mekanisme pengangktan dan tugas DPS.
. Skripsi yang ditulis oleh Subchan Noorsyahid dengan judul “Pengawasan
Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Rahn PT Pegadaian (Persero)
Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas”

Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab mengatasi keragu-
raguan akan kesyariahan suatu produk rahn di masyarakat. Keragu-raguan
tersebut timbul karena penerapan multiakad dan sistem diskon yang
menimbulkan benturan antara praktek dan Fatwa DSN MUI tentang rahn.
DPS memiliki kewajiban untuk mengawasi berjalannya setiap produk
syariah baik secara aktif maupun secara pasif. Tujuan dari penelitian ini
untuk memperoleh gambaran pengawasan DPS terhadap produk Rahn
milik Pegadaian Syariah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Untuk menjelaskan kekuatan
hukum dari pertimbangan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk
syariah pada PT Pegadaian (Persero).

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis dengan
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan teori-teori hukum dan
diperkuat dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder
berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti. Data yang diperoleh untuk penulisan skripsi kemudian dianalisis
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secara yuridis kualitatif yaitu baik hasil penelitian kepustakaan maupun
lapangan diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukan ini menunjukan bahwa masih
berlakunya produk rahn PT Pegadaian (Persero) dengan nama produk
arrahn tanpa ada evaluasi dan klarifikasi dari Dewan Pengawas Syariah
membuktikan belum ada pengawasan yang tepat dan baik dari Dewan
Pengawas Syariah serta kekuatan hukum pertimbangan Dewan Pengawas
Syariah terhadap produk arrahn/rahn PT Pegadaian (Persero) adalah masih
lemah karena belum memiliki aturan mengenai rekomendasi produk dan
bargain position yang kuat dalam struktur organisasi.®

Perbedaannya penelitian ini dengan penulis adalah Penelitian diatas
meneliti tentang pengawasan DPS terhadap produk rahn. Sedangkan
peneliti meneliti tentang peranan DPS bukan hanya pada pengawasannya
saja akan tetapi pada ranah prosedur pengangkatan dan penetapannya.

8. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Hafid dengan judul “Fungsi Pengawasan
Dewan Pengawas Syariah Terahadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(Studi kasus BPRS SPM)”

Penelitian menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS)
merupakan salah satu lembaga independen yang ada di bawah naungan
DSN-MUI. untuk mengawasi lembaga keuangan syariah. Pengawasan
yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap BPRS sangatlah

penting. Dikarenakan yang menjamin mutu kesyariahaan BPRS adalah

® Subchan Noorsyahid, “Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Rahn PT
Pegadaian (Persero) Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas”, (skripsi, Universitas Padjajaran, Bandung)
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pengawasan DPS itu sendiri. dengan ini sesuai dengan Undang-Undang
republik Indonesia tentang perbankan syariah no. 21 tahun 2008 pasal 32
ialah sebagai berikut: yang pertama DPS wajib dibentuk di bank syarih
dan bank konvensional yang mememiliki UUS, yang kedua DPS diangkat
oleh pemegang saham atas rekomendasi MUI, yang ketiga DPS bertugas
memberi nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegitan bank
agar sesuai dengan prinsip syariah. penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana fungsi pengawan DPS terhadap BPRS SPM yang
sudah di atur dalam Undang-Undang RI tahun 2008 tentang perbankan
syariah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan empiris analitik,
yaitu mendekati dan menganalisa masalah yang diteliti dengan observasi
lansung, dan selanjutnya melakukan wawancara mengenai norma yang
diatur oleh Undang-Undang RI tahun 2008 tentang perbankan syariah.
Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana fungsi
pengawasan DPS tehadap BPRS di lapangan. Maka dari itu, hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan
DPS terhadap BPRS SPM ialah memberikan nasehat dan saran kepada
direksi pada setiap bulannya, dan dilakukan di akhir bulan. sesuai dengan
UU. RI. No. 21 tahun 2008 pasa 32 tentang perbankan syariah, UU. No.
40 tahun 2007 pasal 109 tentan Perseroan Terbatas. ’

Penelitian diatas menekankan terhadap kepatuhan syari’ah yang

" Moh. Hafid, “Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terahadap Bank Pembiayaan
Rakyat Syari8ah (Studi kasus BPRS SPM)”, (Skripsi, Universitas Trunojoyo, Madura 2015)
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dilakukan oleh DPS. Peneliti sendiri tidak hanya meneliti tentang
kepatuhan syari’ahnya akan tetapi juga pada pengawasan manajemen dan
prosedur penganggkatan DPS itu sendiri.
B. Kajian Teori
1. Tinjauan Umum tentang BMT
a. Pengertian BMT
BMT Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu
lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul
Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan
dana dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti : zakat, infaq, dan
sedekah. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan
penyaluran dana komersial.®
Menurut Andri Soemitra Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul
Maal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang
beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.
Sedangkan menurut Mu’alim dan Abidin menyatakan bahwa
Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat
sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan
usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil (profit

sharing) untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dalam

® Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis
(Jakarta: Kencana, 2010), 63.
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upaya pengentasan kemiskinan.®

Menurut Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) BMT adalah
balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bay al-mal wa al-
tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan
investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha
kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan
menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain
itu, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga menerima titipan zakat,
infak, sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan
amanahnya.®™

b. Dasar Hukum dan Peraturan Hukum BMT

Pesatnya aktivias ekonomi masyarakat berbasis syariah
membuat kehadiran regulasi yang mandiri menjadi sebuah
keniscayaan. Bank-bank Syariah dan BPRS tunduk pada peraturan
Bank Indonesia. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam
bentuk BMT hingga saat ini belum ada regulasi yang mandiri dan
realitasnya berbadan hukum koperasi sehingga tunduk terhadap
peraturan perkoperasian. Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya
BMT juga termasuk UKM Kkarenanya juga mengikuti peraturan
peraturanterkait bembinaan dan pengembangan usaha kecil.**

Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang

% HenyYuningrum, Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Dari Segi Efisiensi
Dengan Data Envelopment Analysis (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), 25-26.

10 i
Ibid., 26.

1 Euis Amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di
Indonesia (Jakarta: Rajawai, 2009), 242.
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memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti
kelembagaan BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian
Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan
Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor
91/Kep/M.KUKM/1X/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan
Usaha Koperasai Jasa Keuangan Syariah (KJKS).*
Perbedaan BMT dan Bank Syariah

Secara prinsip BMT dan Bank Syariah sama-sama menjunjung
asas ekonomi Islam dalam sistem maupun oprasionalnya. Namun,
BMT memiliki beberapa perbedaan dengan Bank Syariah. Perbedaan
yang paling menonjol adalah status hukum yang menaungi keduanya
dimana Bank Syariah sudah berbentuk perseroan dan tunduk di bawah
UndangUndang tentang Perbankan Syariah. Sedangkan BMT masih
belum memiliki status danperundang-undangan yang jelas walaupun
mendapat dukungan dari pemerintah. Sebagai solusinya, hingga saat
ini BMT masih menginduk pada Undang-undang koperasi Nomor 17
Tahun 2012 Tentang Perkoprasian. Walaupun secara mekanisme kerja
berbeda.’®

Modal awal BMT tidak sebesar Bank Syariah, karena salah
satu syarat berdirinya bank adalah mencapai modal awal sebesar yang
telah ditentukan dalam undang-undang perbankan, demikian juga

dengan Bank Syariah harus memenuhi syarat tersebut. Pangsa pasar

2 Ibid.,242-243.
13 perpustakaan Nasional RI, Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Semarang: Duta Nusindo, 2010),

3-23.
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BMT lebih kecil daripada Bank Syariah, yaitu seputar wilayah
Kabupaten, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi
menengah ke bawah. Namun, pada saat ini tidak jarang ditemukan
BMT yang pangsa pasarnya adalah menengah keatas.**

Pada nisbah bagi hasil produk tabungan, Bank Syariah dan
BMT cenderung memiliki perbedaan, dimana BMT menentukan
nisbah yang lebih kecil bagi nasabah (penabung). Hal ini disebabkan
karena pertimbangan modal BMT yang lebih kecil, sistem profit and
lost sharing yang berbeda dengan bank syariah (revenue sharing),
tidak adanya pembebanan biaya administrasi bagi nasabah, serta
tingkat likuiditas BMT itu sendiri. Pada kasus BMT, biaya
administrasi dibebankan pada nasabah saat nasabah hendak menutup
rekening tabungan.®

Pada produk pembiayaan, BMT tidak menentukan nisbah
tertentu. Prosentase bagi hasil tersebut ditentukan melalui kesepakatan
antara pihak BMT dengan calon peminjam secara personal. Hal ini
disebabkan karena BMT tidak tunduk kepada regulasi Bl (Bank
Indonesia) sehingga lebih leluasa dalam menerapkan konsep bagi
hasil yang sesungguhnya.

d. Prinsip dan Produk Inti Baitul Maal Wat Tamwil
Baitul Maal wat Tamwil sebenarnya merupakan dua

kelembagaan yang menjadi satu, yaitu lembaga Baitul Maaldan

14 http://ziyanul.blogspot.com/2013/04/perbedaan-antara-bmt-dan-bank-syariah.html (27  Juli

2016)
'3 http://ziyanul.blogspot.com/2013/04/perbedaan-antara-bmt-danbanksyariah.html (27 Juli 2016)
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lembaga BaitutTamwilyang masing-masing keduanya memiliki

prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang

erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian

yang merata dan dinamis.*®

Secara ringkas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha

Kecil (P3UK) menerangkan prinsip dan produk inti Baitul Maal wat

Tamwil sebagai berikut:*’

a) Prinsip dan Produk Inti Baitul Maal

Baitul Maal yang sudah mengalami penyempitan arti di
tengah masyarakat ini hanya memiliki prinsip sebagai penghimpun
dan penyalur dana zakat, infag, dan shadagah, dalam arti bahwa
Baitul Maal hanya bersifat “menunggu” kesadaran umat untuk
menyalurkan dana zakat,infag, dan shadagah-nya saja tanpa ada
sesuatu kekuatan untuk melakukan pengambilan/pemungutan
secara langsung kepada mereka yang sudah memenuhi
kewajibannya tersebut, dan seandainya aktif pun hanya bersifat
seolah-olah meminta dan menghimbau, yang kemudian setelah itu
Baitul Maalmenyalurkannya kepada mereka yang berhak untuk
menerimanya.

Dari prinsip dasar di atas dapat kita ungkapkan bahwa
produk inti dari Baitul Maal terdiri atas:

1) Produk Penghimpunan Dana

16 jamal Lulail Yunus, Manajemen Bank Syariah Mikro (Malang: UIN Press, 2009), 33.

7 1bid., 33- 35.
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Dalam produk penghimpunan dana ini, sebagaimana
yang telah diungkapkan di atas, Baitul Maal menerima dan
mencari dana berupa zakat, infag, dan shadagah, meskipun
selain sumber dana tersebut, Baitul Maal juga menerima dana
berupa sumbangan, hibah, ataupun wakaf serta dana-dana yang
sifatnya sosial.

2) Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana yang bersumberkan dari dana Baitul
Maal harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber
dari zakat, karena dana zakat ini sarana penyalurannya sudah
ditetapkan secara tegas dalam alQur’an, yaitu kepada 8
(delapan) ashnaf antara lain: fakir, miskin, amil, mu’alaf,
fisabilillah, ghorimin, hamba sahaya, dan musafir, sedangkan
dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha
orangmiskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid
maupun biayabiaya operasional kegiatan social lainnya
(termasuk di dalamnya untuk kepentingan kafir dhimmi, yang
rela dengan pemerintahan Islam).

b) Prinsip dan Produk Inti Baitut Tamwil
Baitut Tamwil tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip
yang digunakan Bank Islam. Ada 3 (tiga) prinsip yang dapat
dilaksanakan oleh BMT (dalam fungsinya sebagai BaitutTamwil),

yaitu: prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dengan mark-up
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(keuntungan), dan prinsip non profit.*?

1)

2)

3)

Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata
cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana)
dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan
antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan
penyedia dana (pemyimpan/penabung). Bentuk produk yang
berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah.*
Prinsip Jual Beli dengan Mark-up (keuntungan)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang
dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen
(yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama
BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual
barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga
beli ditambah keuntungan bagi BMTatau sering disebut margin
mark-up. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga
kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini
adalah Murabahah dan Bai’ Bi‘[samanAjil.20
Prinsip non Profit

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan,
prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented. Sumber

dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (non cost

18 1bid., 35-36.

9 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Yogyakarta: Ull Press, 2004), 178.

2 1hid., 179.
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of money) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut di
atas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan Qardhul
Hasan.?!

Adapun mengenai produk inti dari BMT (sebagai fungsi
Baitut Tamwil) adalah sebagai penghimpun dana dan
penyaluran dana.?

1) Produk Penghimpunan Dana
Yang dimaksud dengan produk penghimpunan dana
disini, berupa jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT
sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada
usaha-usaha produktif.®
Jenis simpanan tersebut antara lain:
a) Al-Wadi’ah®
Penabung memiliki motivasi hanya untuk keamanan
uangnya tanpa mengharapkan keuntungan dari uang yang
ditabung. Dengan sistem ini BMT tetap memberikan bagi
hasil, namun nisbah bagi penabung sangat kecil.
Landasan (dasar) hukum yang membolehkan

melakukan akad wadi’ah, Firman Allah dalam al-Qur’an

surat An-Nisa ayat 58 :

*! Ibid., 178.
22 Jamal Lulail Yunus, Manajemen Bank Syariah Mikro (Malang: UIN Press, 2009),35-36.
23 1hi
Ibid., 36.
24 zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), 26.
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Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyampaikan ~ amanat  kepada yang  berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (An Nisa’:
58).%

b) Al-Mudharabah®

Penabung memiliki motivasi untuk memperoleh
keuntungan dari tabungannya, karena itu daya tarik dari
jenis tabungan ini adalah besarnya nisbah dan sejarah
keuntungan bulan lalu.

Landasan (dasar) hukum yang membolehkan
melakukan akad mudharabah, Firman Allah dalam al-
Qur’an surat Al Bagorah Ayat 198:

E; <4

% \Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah (Jakarta: PT.

Grasindo, Cet ke- 1, 2005), 28
% Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Yogyakarta: Ull Press, 2004), 178.
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Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari
karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. . . (Al
Bagorah: 198)

2) Produk Penyaluran Dana
Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan
bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT
dengan harapan dapat memberikan penghasilan.?’ Pola
pembiayaan tersebut adalah:
a) Pembiayaan Musyarakah
Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan
kepada anggota dari modal keseluruhan. Pihak BMT
dapat  dilibatkan  dalamproses  pengelolaannya.
Pembagian keuntungan yang proposional dilakukan
sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.
Landasan (dasar) hukum yang membolehkan
melakukan akad musyarakah, Firman Allah dalam al-

Qur’an surat Al Shaad Ayat 24:

Lo

G RSB cam i 1 Gk5AE 150 G 3 J6

27 Jamal Lulail Yunus, Manajemen Bank Syariah Mikro (Malang: UIN Press, 2009), 37.
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Artinya: Daud berkata "Sesungguhnya Dia telah
berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu
untuk  ditambahkan  kepada kambingnya. dan
Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang Yyang
berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada
sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah
mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami
mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya
lalu menyungkur sujud dan bertaubat (QS. Al-Shaad:
24)28

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT
kepada anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya
diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur.
Dalam hal ini anggota (nasabah) menyediakan usaha dan
sistem  pengelolaannya  (manajemennya).  Hasil
keuntungsanakan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan

bersama (misalnya 70%:30% atau 65%:35%).

% Departemen Agama R.l., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995),

363.
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Landasan (dasar) hukum yang membolehkan
melakukan akad mudharabah, Firman Allah dalam al-

Qur’an surat Al Bagorah Ayat 198:

& 2
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Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari
karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. . . (Al
Bagorah: 198)

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk
pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal
kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek
tidak lebih dari 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan atau
lebih dari itu. Keuntungan bagi BMT diperoleh dari
harga yang dinaikkan.

Landasan (dasar) hukum yang membolehkan
melakukan akad murabhahah, Firman Allah dalam al-

Qur’an surat Al Bagorah Ayat 275:

<. < . g 2 - T 23 2 .ﬂ,‘,

T B pas LS N Oymsms N 15550
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Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba
tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang
yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan
mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang
telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al
Bagoroh: 275)%°

d) Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil
Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan
Murabahah, yang berbeda adalah pola pembayarannya
yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak
panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan
investasi. BMT akan mendapatkan keuntungan dari

harga barang yang dinaikkan.

% Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Jakarta : PT Intermasa, 1974), 69.
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Landasan (dasar) hukum yang membolehkan
melakukan akad Bai’ Bitsaman Ajil, Firman Allah dalam
al-Qur’an surat Al Baqorah Ayat 282:

z
-85
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila
kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS
Albagaroh: 282)

e) Pembiayaan Al-Qardhul Hasan

Merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada
anggota yang benar-benar kekurangan modal/kepada
mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan-
keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah (anggota)
cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai
yang diberikan oleh BMT.*

Landasan (dasar) hukum yang membolehkan
melakukan akad Al-Qardhul Hasan, Firman Allah dalam

al-Qur’an surat Al Bagorah Ayat 245:

% jamal Lulail Yunus, Manajemen Bank Syariah Mikro (Malang: UIN Press, 2009), 36-38.
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Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman
kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan
hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda
yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan

(rezki) dan Kkepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Al Bagaraoh:
245)%
e. Peran dan Fungsi BMT
Beberapa peranan BMTdianataranya adalah® :

1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non
Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang
arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan
pelatihanpelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami,
misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam
menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus
bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan
mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan,

penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

31 Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan
Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah), (Yogyakarta: Ull Press, 2009), 137.

%2 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis
(Jakarta: Kencana, 2010), 364-365.
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3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih
tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi
keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka
BMT harus mampu melayanai masyarakat lebih baik, misalnya
selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain
sebagainya.

4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang
merata.

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang
kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-
langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala
prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam maslah
pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam
hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Selain itu, peran BMT di masyarakat, adalah:

1) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.

3) Penghubung anatara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu’afa
(miskin).

4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup
yang barakah, ahsanu ‘amala, dan salaam melalui spiritual
communication dengan dzikir galbiyahilahiah.

Sedangkan fungsi BMT melihat dari operasionalnya hampir
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sama dengan BPR Syariah. Yang membedakan hanyalah pada sisi
lingkup dan struktur. Dilihat dari fungsi pokok operasional BMT, ada
dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian
masyarakat. Kedua fungsi tersebut adalah® :
1) Fungsi Pengumpulan Dana (Funding)
2) Fungsi Penyaluran Dana (Financing)
Dari fungsi tersebut, sebagai lembaga keuangan Islam, baik itu
BMI, BPRS maupun BMT memiliki dua jenis dana yang dapat
menunjang kegiatan operasinya, yaitu dana bisnis dan dana ibadah
Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh
pemiliknya. Tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik
kembali oleh yang beramal, kecuali input dana ibadah untuk
pinjaman.
Mendirikan BMT
1) Modal pendirian BMT
BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar Rp.
20.000.000,00 atau lebih. Namun, demikian jika terdapat kesulitan
dalam mengumpulkan modal awal, dapat dimulai dengan modal
Rp.10.000.000,00 bahkan Rp.5.000.000,00 modal awal ini dapat
berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat,
yayasan, kas masjid atau BAZIZ setempat. Namun sejak awal

anggota pendiri BMT harus terdiri antara 20 sampai 44 orang.

% Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: Ull Press, 2000),

117-118.
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Jumlah batasan 20 sampai 44 anggota pendiri, ini diperlukan agar

BMT menjadi milik masyarakat setempat.®*

Status dan Badan Hukum BMT

BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk

Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM). Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi

yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR Syariah.

Namun ruang lingkupdan produk yang dihasilkan yang berbeda.*

Berkenaan dengan itu, badan hukum yang dapat disandang
oleh BMT sebagai berikut:

a) Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam

b) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau
Prakoperasidalam program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank
dengan KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat Bank
Indonesia) Bl memberikan izin kepada LPSM(Lembaga
Pengembangan Swadaya Masyarakat) tertentu untuk membina
KSM.

c) LPSM itu memberikan sertifikat pada KSM (dalam hal ini
baitutamwil) untuk beroperasi KSMdisebut juga sebgai
Prakoperasi.

d) MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK

yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur

% Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 104.
% Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: Ull Press,

2000),114.
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DMI, IPHI, pejabat tinggi Negara yang terkait, BUMN, dan
lain-lain.
g. Keunggulan dan Kelemahan BMT

BMT sebagai alternatif Bank-bank konvensional, memiliki
keunggulan-keunggulan yang juga merupakan perbedaan dan
perbandingan jika dengan perbankan konvensional. Disamping hal
tersebut muncul juga kelemahan-kelemahan karena sebagai pemain
baru dalam dunia lembaga keuangan.®® Keunggulan BMT adalah:

1) BMT Islam memiliki dasar hukum operasional yakni Al Qur’an
dan Al Hadits. Sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan
prinsip-prinsip dasar seperti diperintahkan oleh Allah SWT, juga
nilai dasar seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW.

2) BMT Islam mendasarkan semua produk dan operasinya pada
prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.

3) Adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara
pemegang saham, pengelola, dan nasabah, sehingga dapat
dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan
membagi keuntungan secara jujur dan adil.

4) Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat
dalam BMT Islam akan berusaha sebaik-baiknya sebagai
pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang

diperoleh diyakini membawa berkah.

% http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/ (29 Juli 2016).
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Adanya fasilitas pembiayaan Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah
yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban
membayar biaya secara tetap,hal ini memberikan kelonggaran
physichologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha
secara tenang dan bersungguh-sungguh.

Adanya fasilitas pembiayaan Al-Bai’ BitsamanAjildanAl-
murabahah, yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada
jaminan (Kkolateral) sehingga siapa pun baik pengusaha ataupun
bukan mempunyai jaminan kesempatan yang luas untuk berusaha.
Tersedia pembiayaan Qardhul Hasan yang tidak membebani
nasabah dengan biaya apapun, kecuali biaya yang dipergunakan
sendiri: seperti biaya materai, biaya notaries, dan sebagainya.
Dana fasilitas ini diperoleh dari pengumpulan zakat, infak, dan
shadagah, para amil zakat yang masih mengendap.

Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagi pengganti bunga,
maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan
atas kemampuan ekonominya sehingga akseptabilitas BMT Islam
menjadi luas.

Dengan adanya sistem bagi hasil, maka untuk kesehatan BMT
yang bias diketahui dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang

diterima.

10) Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka persaingan antar

BMT Islam berlaku wajar yang diperuntukkan oleh keberhasilan
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dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan
yang baik.

Adapun kelemahan-kelemahan serta permasalahan-permasalahan

yang ada dalam BMT Islam adalah:

1)

2)

3)

Dalam operasional BMT Islam, pihak-pihak yang terlibat
didasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama,
sehingga antara pihak-pihak khususnya pengelola BMT dan BMT
harus saling percaya, bahwa mereka sama-sama beritikad baik dan
jujur dalam bekerjasama.BMT dengan sistem ini terlalu
berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa
semua orang yang terlibat adalah jujur. Dengan demikian, BMT
Islam rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik sehingga
diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang
menerima pembiayaan dari BMT Islam karena tidak dikenal
bunga, denda keterlambatan dan sebagainya.

Sistem bagi hasil yang adil memerlukan tingkat profesionalisme
yang tinggi bagi pengelola BMT untuk membuat penghitungan
yang cermat dan terus-menerus.

Motivasi masyarakat muslim utnuk terlibat dalam aktivitas BMT
Islam adalah emosi keagamaan, ini berarti tingkat efektifitas
keterlibatan masyarakat muslim dalam BMT Islam tergantung

pada pola pikir dan sikap masyarakat itu sendiri.
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4) Semakin banyak umat Islam memanfaatkan fasilitas yang
disediakan BMT Islam, sementara belum tersedia proyek-proyek
yang bias dibiayai sebagai akibat kurangnya tenaga-tenaga
professional yang siap pakai, maka BMT Islam akan menghadapi
“kelebihan likuiditas™.

5) Salah satu misi BMT Islam yakni mengentaskan kemiskinan yang
sebagian  besar  kantong-kantong  kemiskinan  terdapat
dipedesaan.®’

2. Tinjauan Umum Dewan Pengawas Syariah (DPS)
a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

1) Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI1/2004
tentang Perbankan Syari’ah Pasal 19 ayat (2), DPS adalah dewan
yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syari’ah dalam
kegiatan usaha bank®.

2) Menurut Keputusan Dewan Pimpinan MUI  No. Kep-
98/MUI/IN1/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI, DPS
adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syari’ah dan
bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syari’ah
Nasional (DSN)* di Lembaga Keuangan Syari’ah tersebut yang

penempatannya atas persetujuan DSN*.

37 http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/ (29 Juli 2016).

%8 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah
Agung (Jakarta: Kencana, 2009),55-56.

* Ibid.,56.

% Kuat Ismanto, Manajemen Syari’ah: Implementasi TOM dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),114.
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3) Menurut Karnaen A.P. dan M. Syafi’i Antonio, DPS adalah suatu
dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya bank
Islam sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam
Islam™*.,

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa DPS adalah
kepanjangan tangan dari MUI yang pembentukannya atas persetujuan
DSN dan Bl yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap
Manajemen Pengawasan Lembaga Keuangan Syari’ah agar sesuai
dengan prinsip-prinsip syari’ah, baik dalam lingkup produk maupun
kegiatan keuangannya.

b. Dasar Hukum Perbankan tentang DPS

1) Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari’ah pada
Lembaga Keuangan Syari’ah.

2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tentang
Perbankan Syari’ah.

3) Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-98/MUI/111/2001 tentang
Susunan Pengurus DSN-MUI

4) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah Pasal 32.

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 tahun 2004
menyebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 poin ke-19 bahwa Dewan

Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang

* Karnaen A.P. dan M. Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta: Dana
Bhakti Wakaf, 1992), 2.
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bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan
alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas
sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan
berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang
dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa legalitas DPS tidak
hanya berasal dari institusi syari’ah saja namun juga mendapatkan
legalitas dari lembaga pusat perbankan Indonesia yakni Bank Indonesia
dan juga ada perbedaan legalitas hukum antara DSN-MUI dan
Keputusan Menteri Koperasi dan UKM.

c. Keanggotaan DPS (Syarat Anggota dan Prosedur Penetapannya)*?

1) Setiap Lembaga Keuangan Syari’ah harus memiliki sedikitnya tiga
orang anggota DPS.

2) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua

3) Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan
mengalami pergantian antarwaktu apabila meninggal dunia, minta
berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syari’ah yang
bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Untuk menjaga ketentuan keanggotaan DPS, maka dalam
keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari’ah pada Lembaga Keuangan

Syari’ah disebutkan syarat-syarat orang yang dapat menduduki jabatan

% Adrian Sutedi, Perbankan Syari’ah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2009), 141-142.
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Dewan Pengawas Syari’ah dengan syarat sebagai berikut:

1) Memiliki akhlak karimah

2) Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syari’ah muamalah dan
pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum

3) Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan
syari’ah

4) Memiliki kelayakan sebagai pengawas syari’ah yang dibuktikan
dengan surat/sertifikat DSN.

Dengan syarat-syarat di atas diharapkan seseorang Yyang
menduduki posisi DPS tidak hanya mampu dalam melakukan
pengawasan terhadap Manajemen Pengawasan lembaga keuangan
syari’ah semata namun juga dapat berperan dalam pengembangan
Manajemen Pengawasan keuangan lembaga keuangan syari’ah dengan
tetap mengacu dan berpedoman pada prinsip-prinsip syari’ah.

Pemilihan anggota DPS melibatkan tiga lembaga yakni lembaga
keuangan yang bersangkutan, DSN dan BI. Berikut ini adalah prosedur
penetapan anggota DPS:

1) Lembaga keuangan syari’ah mengajukan permohonan penempatan
anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai
usulan nama calon DPS43.

2) Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian

DSN.

% Zuhairi Hasan, UU Perbankan Syari’ah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional
(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 52.
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3) Hasil rapat tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
4) Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai
anggota DSN yang dilegalkan juga oleh Bank Indonesia.

Keputusan Menteri Koperasi & UKM tentang KJKS tidak
mengatur mengenai syarat menjadi Dewan Pengawas Syariah, yang
diatur dalam aturan tersebut hanyalah mengenai pengangkatannya
dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Bahkan
dalam keputusan tersebut juga tidak mengharuskan DPS untuk memiliki
sertifikasi kelayakan atau rekomendasi dari DSN MUI untuk menjadi
pengawas syariah. Sedangkan dalam UU Koperasi No. 25 Tahun 1992
juga tidak mengatur hal tersebut, pengaturan mengenai pengawas dalam
UU ini juga masih bersifat umum, tidak secara khusus mengatur
mengenai pengawas syariah. Kedudukan pengawas pada koperasi
bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

d. Tugas, Wewenang, dan Peran DPS

Tugas utama DPS tidak lain adalah mengawasi kegiatan usaha
lembaga keuangan syari’ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip
yang difatwakan oleh DSN**. Sedangkan menurut Karnaen dan Antonio,
tugas DPS adalah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis
yang dihadapkan kepadanya sehingga dapat ditetapkan kesesuaian atau

ketidaksesuaian dengan syari’ah Islam®™. Untuk mengimplementasikan

* Adrian Sutedi, Perbankan Syari’ah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2009), 142.

* Karnaen A.P. dan M. Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam(Yogyakarta: Dana
Bhakti Wakaf, 1992), 2-3.
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tugas tersebut, DPS memiliki kewenangan sebagai berikut:

1) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syari’ah yang berkaitan
dengan pengerahan maupun penyaluran dana masyarakat.

2) Mengadakan perbaiakan produk yang telah atau sedang dijalankan
olah LKS manakala dinilai kurang atau bahkan tidak sesuai dengan
ketentuan syari’ah.

Secara lebih rinci, Cik Basir memberikan penjelasan mengenai
tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS:

1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank
terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

2) Menilai pelaksanaan aspek syari’ah sebagai pedoman operasional
dan produk yang dikeluarkan.

3) Memberikan opini dari aspek syari’ah terhadap pelaksanaan
operasional secara keseluruhan dalam publikasi bank.

4) Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwanya.

5) Menyampaikan laporan kerja sekurang-kurangnya 6 bulan kepada
Direksi, Komisaris, DSN dan Bank Indonesia“.

Opini syariah adalah pendapat kolektif dari DPS yang
telahdibahas secara cermat dan mendalam mengenai
kedudukan/ketentuan syar’i yang berkaitan dengan produk atau aktifitas
LKS. Opini syariah dapat dijadikan pedoman sementara sebelum adanya

fatwa DSN mengenai masalah tersebut.

% Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah
Agung(Jakarta: Kencana, 2009), 56.
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Dari keberadaan tugas dan wewenang DPS secara tidak langsung
menandakan bahwa DPS memiliki fungsi bagi LKS sebagai berikut:
1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada LKS
2) Sebagai mediator antara LKS dan DSN.

Lebih detail MUI menjelaskan fungsi DPS dalam Keputusan
Dewan Pimpinan MUI No. Kep-98/MUI/I11/2001 tentang Susunan
Pengurus DSN-MUI sebagai berikut:

1) Melakukan pengawasan secara periodek pada LKS yang berada di
bawah pengawasannya.

2) Mengajukan usul-usul pengembangan kepada kepala LKS yang
bersangkutan dan kepada DSN.

3) Melaporkan produk dan operasional LKS kepada DSN sekurang-
kurangnya 2 kali dalam satu tahun.

4) Merumuskan  permasalahan-permasalahan  yang  memerlukan
pembahasan di DSN*’.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa DPS memiliki
peran yang tidak kecil dalam kegiatan usaha LKS. Peran DPS jika
disimpulkan adalah sebagai berikut:

1) Sebagai mediator LKS dan DSN, DPS berperan dalam memberikan
gambaran yang jelas mengenai harapan yang diinginkan dalam usaha
keuangan syari’ah serta realita harapan dalam operasionalnya.

Dengan kedudukannya ini, DPS berperan dalam melakukan rekayasa

* Kuat Ismanto, Manajemen Syari’ah: Implementasi TOM dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 117.



o1

kegiatan usaha keuangan yang berkesesuaian dan berprinsip
syari’ah.

2) Sebagai penasehat pengurus LKS, DPS berperan sebagai transformer
pengetahuan syari’ah sehingga pengurus LKS dapat memahami dan
menjadikannya sebagai landasan kerja dalam LKS.

3) Sebagai penasehat kelembagaan LKS, DPS berperan sebagai pihak
yang men”syari’ah”kan suatu LKS yang berada di bawah
pengawasannya.

Pada UU No. 25 tentang Koperasi, tugas pengawas adalah
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan Koperasi
dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya (Pasal 39
ayat (1)). Dalam rangka melaksanakan tugasnya, pengawas memiliki
kewenangan meneliti catatan yang ada pada Koperasi dan mendapat
segala keterangan yang diperlukan (Pasal 39 ayat (2)).

Pada Keputusan Menteri Koperasi& UKM No. 91 tahun 2004
menyebutkan tugas Dewan Pengurus Syariah melakukan pengawasan
pelaksanaan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa
Keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syaria dan melaporkan
hasil pengawasannya kepada pejabat (Pasal 32).

Pengawasan DPS

Pemaparan tentang pengawasan yang dilakukan oleh DPS dapat

dijelaskan dalam beberapa hal berikut ini:
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1) Ruang lingkup pengawasan DPS dapat dibedakan menjadi dua
bidang, yakni“®:
a) Struktur organisasi

Pengawasan kepada struktur organisasi dilakukan kepada
setiap pengurus LKS. Pengawasan ini tertuju pada pemahaman
dan Manajemen Pengawasan pengurus LKS. Apabila DPS
menemukan Manajemen Pengawasan pengurus dan karyawan
LKS kurang atau tidak sesuai dengan prinsip syari’ah, maka DPS
dapat mengambil tindakan.

b) Operasional usaha yang dibiayai

Pengawasan ini tertuju pada produk dan operasionalisasi
produk yang dikeluarkan oleh LKS. Sama halnya dengan lingkup
struktur organisasi, dalam pengawasan ini DPS dapat mengambil
tindakan manakala menemukan operasional usaha yang dibiayai
kurang atau tidak sesuai dengan prinsip syari’ah.

Dari penjelasan di atas jelas sekali bahwa ruang lingkup
pengawasan yang dilakukan tidak hanya terkait dengan produk
dan operasional produk saja melainkan juga kepada struktur
organisasi (SDM). Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan
tidak hanya bertujuan pada aspek produk saja namun juga
bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang

memahami syari’ah sehingga akan lebih dapat memaksimalkan

*® Adrian Sutedi, Perbankan Syari’ah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2009),136-137.
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operasionalisasi produk usaha, baik dalam proses pengeluaran

maupun pelaksanaan produk di lapangan.

Selain dua lingkup tersebut, ada juga pendapat yang
menyatakan bahwa aktifitas kegiatan pengawasan DPS meliputi
tiga hal yakni:

a) Ex ante auditing, yakni aktifitas kegiatan pengawasan DPS
yang dipusatkan pada pemeriksaan berbagai kebijakan yang
diambil oleh LKS.

b) Ex post auditing, yakni aktifitas kegiatan pengawasan DPS
yang dipusatkan pada pemeriksaan laporan kegiatan dan
laporan keuangan.

c) Perhitungan dan pembayaran zakat LKS, aktifitas ini
berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syari’ah tentang
harta benda (mal) yang menjadi bagian kewajiban dari LKS*.

Meskipun berbeda secara redaksional, kedua pendapat
tersebut memiliki kesamaan yakni memusatkan pengawasan pada
ruang lingkup SDM dan LKS yang berasas pada prinsip dan

pelaksanaan syari’ah Islam.

2) Tahap-Tahap Pengawasan DPS

9 bid., 144.
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Prosedur atau tahapan perencanaan pengawasan.

Pada tahapan ini DPS membuat rencana terkait dengan
tahapan pengawasan yang akan dilaksanakannya. Tahap ini
merupakan tahapan penting dan paling mendasar karena hasil
dalam tahapan ini yang akan menjadi acuan dan pedoman DPS
dalam melakukan pengawasan kepada LKS. Perencanaan
pengawasan disesuaikan dengan ruang lingkup pengawasan

DPS.

b) Melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja

pemeriksaan.

Tahapan ini merupakan tahapan operasional dari tahapan
pertama. Pada tahapan ini, DPS melakukan tugasnya sesuai
dengan rencana yang telah dibuat. Untuk memudahkan
pengawasan, maka dalam tahapan ini DPS dapat melakukan
salah satu bentuk pengawasan dengan melakukan peninjauan
kertas kerja.

Pendokumentasian kesimpulan dan laporan.

Tahapan ini adalah tahapan akhir yang merupakan
tahapan pengarsipan yang perlu dilakukan olen DPS. Hal ini
penting agar setiap perkembangan pengawasan dapat
dimonitoring sebagaibahan evaluasi kerja dan pertimbangan
dalam menentukan model pengawasan yang akan dilakukan

pada masa mendatang.
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METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara-cara untuk memperoleh pengetahuan atau
memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Pada dasarnya metode
penelitian merupakan metode ilmiah (scientific method). Metode ilmiah adalah
cara penerapan terhadap prinsip-prinsip logis dalam penemuan, pengesahan,
dan penjelasan kebenaran. Metode Penelitian ini sering juga disebut
pendekatan, karena pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan
keseluruhan cara serta kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian,
mulai memilih masalah sampai penulisan laporan®.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian ini adalah field research
(penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitikberatkan kepada
hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan.
Metode kualitatif dipakai untuk mengkaji, menguraikan, menggambarkan
sesuatu dengan apa adanya. Baik dalam bentuk kata-kata maupun bahasa,
serta bertujuan untuk memahami fenomena yang ditemukan yang berada di
lapangan berdasarkan bukti-bukti dan fakta sosial yang ada.

Seperti pada buku Lexy J. Moleong yang berjudul “Metode Penelitian
Kualitatif” oleh Bagdan dan Taylor penelitian kualitatif didefinisikan sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

! Toto Syatori Nasehuddin, Metode Penelitian Kauntitatif (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),
37-38.
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